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ABSTRAK

Perkembangan industri makanan ringan saat ini menunjukkan peningkatan yang
signifikan, termasuk dalam bentuk penjualan camilan kiloan yang banyak dijumpai
di Kota Yogyakarta. Namun, masih banyak produk camilan yang dijual tanpa label
halal dan tanggal kadaluwarsa, yang berpotensi merugikan konsumen.
Pencantuman label pada produk makanan sangat penting untuk menjamin
keamanan, kenyamanan, dan kejelasan informasi bagi konsumen, terutama dalam
konteks hukum positif maupun hukum Islam. Hal ini menimbulkan permasalahan
mengenai sejauh mana perlindungan hukum terhadap konsumen dapat ditegakkan
dalam praktik penjualan camilan kiloan tanpa label halal dan kadaluwarsa di Kota
Yogyakarta.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan
pendekatan yuridis-empiris dan menggunakan metode kualitatif. Data diperoleh
melalui observasi langsung, wawancara dengan penjual dan konsumen camilan
kiloan, serta lembaga terkait yakni BBPOM dan LPPOM MUI. Dalam analisisnya,
penelitian ini menggunakan teori perjanjian untuk menganalisis keabsahan praktik
penjualan camilan kiloan tanpa label halal dan kadaluwarsa, teori maslahah
mursalah untuk meninjau urgensi perlindungan konsumen dalam konteks hukum
Islam, serta teori perlindungan konsumen dalam hukum positif sebagai dasar legal
formal.

Hasil penelitian menunjukan bahwa: pertama, sebagian besar pelaku usaha
tidak memahami pentingnya pencantuman label halal dan kadaluwarsa. Konsumen
cenderung tidak kritis terhadap ketiadaan informasi tersebut. Kedua, dari sisi
hukum positif, praktik ini bertentangan dengan Undang-Undang No. 18 Tahun
2012 tentang Pangan dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen. Sementara dalam perspektif hukum Islam, praktik jual beli camilan
kiloan tanpa label halal dan kadaluwarsa di Kota Yogyakarta berdasarkan mas/ahah
mursalah dilarang atau tidak diperbolehkan, hal ini didasarkan pada 3 sebab:
pertama, praktiknya melanggar peraturan yang berlaku sehingga peredarannya
tidak sesuai dengan standarisasi produk pangan di Indonesia; kedua, bertentangan
dengan prinsip perlindungan terhadap jiwa; ketiga, bertentangan dengan kaidah
yang ada dalam Al-Qur’an dan hadis yakni QS. Al-Maidah : 88, QS. Al-Bagarah:
168, dan hadis Nabi saw tentang larangan membahayakan diri sendiri dan orang
lain.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Camilan Kiloan, Hukum Positif, Hukum
Islam



ABSTRACT

The development of the snack food industry is currently showing a significant
increase, including the widespread sale of bulk snacks (camilan kiloan) in
Yogyakarta City. However, many of these products are still being sold without halal
labels and expiration dates, which has the potential to harm consumers. Labeling
on food products is crucial to ensure safety, comfort, and clarity of information for
consumers, particularly in the context of both positive law and Islamic law. This
raises the issue of how far consumer protection can be enforced in the practice of
selling bulk snacks without halal and expiration labels in Yogyakarta.

This research is a field study with a juridical-empirical approach using
qualitative methods. Data were collected through direct observation, interviews
with sellers and consumers of bulk snacks, as well as relevant institutions such as
the Food and Drug Monitoring Agency (BBPOM) and the Indonesian Ulema
Council's Food, Drug, and Cosmetics Assessment Institute (LPPOM MUI). This
study uses the theory of contract to analyze the validity of the sale of unlabelled
bulk snacks, the theory of masiahah mursalah to assess the urgency of consumer
protection from an Islamic law perspective, and the theory of consumer protection
in positive law as a formal legal basis.

The results of the study indicate that: first, most business actors do not
understand the importance of including halal and expiry labels. Consumers tend
not to be critical of the absence of such information. Second, from a positive legal
perspective, this practice is contrary to Law No. 18 of 2012 concerning Food and
Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Meanwhile, from an Islamic
legal perspective, the practice of selling kiloan snacks without halal and expiry
labels in Yogyakarta City based on the mursalah matter is prohibited or not allowed,
this is based on 3 reasons: first, the practice violates applicable regulations so that
its distribution does not comply with food product standards in Indonesia; second,
it is contrary to the principle of protection of life; third, it is contrary to the rules
contained in the Qur'an and hadith, namely QS. Al-Maidah: 88, QS. Al-Bagarah:
168, and the hadith of the Prophet SAW regarding the prohibition of endangering
oneself and others..

Keywords: Consumer Protection, Bulk Snacks, Positive Law, Islamic Law
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB — LATIN

Transliterasi yang digunakan dalam karya tulis ini adalah Pedoman Transliterasi
Arab-Latin yang merujuk pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama
Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Rebublik
Indonesia Nomor. 158 Tahun 1987 dan 0543b/U/1987. Secara garis besar

uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Nama Huruf Latin Keterangan
Arab
| Alif Tidak Tidak dilambangkan
dilambangkan
o« Ba’ B Be
< Ta’ T Te
Il Sa’ S Es ( dengan titik di atas )
z Jim J Je
z Ha’ H Ha ( dengan titik di
bawah )
c Kha’ Kh Ka dan ha
K Dal D De
3 Zal Z Zet ( dengan titik di atas
)
B! Ra’ R Er
B Zai Z Zet
g Sin S Es
g Syin Sy Es dan ye
U Sad S Es ( dengan titik di
bawah )
Ua Dad D De ( dengan titik di
bawah )
L Ta’ T Te ( dengan titik di
bawah )
B Za’ Z Zet ( dengan titik di
bawah )
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& ‘Ain ‘ Koma terbalik di atas
'& Gain G Ge
a Fa’ F Ef
K Qaf Q Ki
& Kaf K A
J Lam L El
N Mim M Em
O Nun N En
P Wau W We
> Ha’ H Ha
s Hamzah ¢ Apostrof
s Ya’ Y Ye
B. Konsonan Rangkap karena Syaddah
3= 4 Ditulis muta’addidah
PRYS Ditulis ‘iddah
C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata
1. Bila dimatikan ditulis “h”
i8a Ditulis Hikmah
e Ditulis ‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah
terserap dalam bahasa Indonesia, seperti: zakat dan sebagainya,

kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).
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2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah,

maka ditulis dengan “h”

;QJJ;Y\ :\A\)S Ditulis

Karamah al-Auliya

b

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan

dammabh ditulis “t” atau “h”.

).Laél\ Z\SJ Ditulis

Zakah al-Fitri

D. Vokal Pendek

Fathah Ditulis A
S
Ditulis Kataba
Kasrah Ditulis i
@5 Ditulis Qawi
Dammah Ditulis U
e S
Ditulis Yukramu
E. Vokal Panjang
fathah + alif Ditulis A
lala Ditulis Jahiliyah
fathah + ya’mati Ditulis A
Xy Ditulis Qawa
kasrah+ ya’mati Ditulis I
N JS Ditulis Karim
dammah -+ wawu mati Ditulis u
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£ )3 Ditulis furw’

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya’ mati Ditulis Ai

S 1y Ditulis Bainakum
Fathah + wawu mati Ditulis Au

J 58 Ditulis Qaul

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan
Apostrof

?I’“ Ditulis A’antum

S Al Ditulis La’an syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam
Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan hurul “alif lam”,
namun dalam transliterasi ini kata sandang yang diikuti oleh huruf
syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf gamariyah.

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah
Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan
sesuai dengan bunyinya.

)Agj\ Ditulis al-Qomar

oeladl) Ditulis al-Qiyas

-

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan Huruf
Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “el”

nya.
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u_u_,ﬂ\ Ditulis asy-Syams

oladd) Ditulis as-Sama’

Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat
Ditulis menurut penulisannya.
Contoh :

dad) Jal Ditulis Ahl as-Sunnah

Caabs Al Ditulis as-Syayyid Sabiq

Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi namun huruf ini juga digunakan. Penggunaan huruf kapitalis
seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya: diantaranya antaranya:
huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan
permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka
yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri tersebut,

bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : 2/ 4l s 8 Qul Huwallahu Ahad

Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat
didalam Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia, misalnya kata:
hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-
kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Figh Mawaris, Figh

Jinayah dan sebagainya.
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c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari
negara yang menggunakan huruflatin, misalnya: Quraish Shihab,
Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya:
Mizan, Hidayah, Taufig, Al-Ma’arif dan sebagainya.
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PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Kebutuhan merupakan keinginan atas barang atau jasa yang apabila tidak
terpenuhi maka akan memberikan dampak langsung terhadap kehidupan
manusia.! Menurut kegunaannya kebutuhan terbagi menjadi tiga, yaitu
kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Kebutuhan primer merupakan
kebutuhan dasar yang harus terpenuhi, seperti pakaian, makanan, dan
tempat tinggal.? Kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan yang bersifat
sebagai pelengkap dari kebutuhan primer, pemenuhannya akan terpenuhi
ketika kebutuhan primer terpenuhi. Sedangkan kebutuhan tersier
merupakan kebutuhan yang biasanya terkait pemenuhan barang berharga
atau barang mewah.

Sebagai kebutuhan primer, makanan menjadi salah satu produk
industri yang terus berkembang mengikuti keinginan dan perkembangan
zaman.? Hal ini juga didukung dengan meningkatnya kualitas sumber daya
manusia dan perkembangan teknologi. Salah satu dampak yang ditimbulkan
yakni muncul produk makanan masa kini yang banyak beredar di

masyarakat yakni camilan. Camilan adalah makanan ringan yang

! Rahmat Gunawijaya, “ Kebutuhan Manusia Dalam Pandangan Ekonomi Kapitalis dan
Ekonomi Islam”, Jurnal Al-Maslahah, Vol. 13 No. 1 (2017), him. 132-133.

2 Indah Imansari, “Praktikum Mengenai Kebutuhan atau Utilitas Dalam Kehidupan Sehari-
hari”, Jurnal Masharif al-Syariah, VVol.5 No.2 (2020), him. 89-90.

3 lbid.



dikonsumsi diluar waktu makan utama * Adanya tren ngemil di kalangan
masyarakat membuat banyak pelaku usaha saling bersaing untuk
menciptakan camilan dengan berbagai macam rasa dan bentuk.® Pelaku
usaha dalam menjajakan produknya mulai berinovasi menjual berbagai
camilan dalam bentuk kiloan, atau yang biasa dikenal masyarakat dengan
sebutan camilan kiloan.

Camilan kiloan merupakan camilan yang dijual berdasarkan berat
dengan menggunakan pengukuran kilogram. Biasanya camilan kiloan dijual
dalam partai besar dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan
makanan ringan yang dikemas dalam ukuran kecil. Karena dinilai lebih
menguntungkan, banyak konsumen yang tergiur membeli makanan kiloan
untuk jamuan di acara besar seperti arisan, pesta, ataupun untuk persediaan
di rumah. Camilan menjadi salah satu makanan yang diminati masyarakat,
sehingga praktik penjualan camilan kiloan semakin banyak ditemukan di
toko grosir, pasar tradisional maupun pedagang kaki lima.

Peredaran camilan kiloan yang biasanya tidak mencantumkan label
makanan, menjadikan camilan kiloan sebagai produk yang pantas
dipertanyakan dari segi keamanan pangan, perlindungan konsumen maupun
kepatuhan terhadap regulasi yang ada sebagai produk konsumsi. Label yang
terdapat pada kemasan makanan bukan hanya sebagai informasi identitas

produksi, tetapi juga memuat informasi terkait tanggal kadaluwarsa,

4 Zainal Abidin dan Harry P,”Kajian Faktor-Faktor Penguatan Usaha Pengembangan UKM
Makanan Ringan”, Jurnal Akuntansi dan Manajemen, Vol. 28 No. 3 (2018), him. 195.

® Himatul Muhimah dan Farapti, “Ketersediaan dan Perilaku Konsumsi Makanan Jajanan
Dengan Status Gizi Pada Anak Sekolah Dasar”, Jurnal Media Gizi, Vol.12 No. 1 (2023), him. 577.



kehalalan produk, dan informasi lain yang diperlukan terkait makanan
tersebut. Pencantuman label halal sangat penting terutama bagi konsumen
yang beragama Islam karena menyangkut kebutuhan keagamaan serta
memberikan kepercayaan kepada konsumen bahwa makanan yang mereka
konsumsi sudah sesuai syariat. Hal ini tidak hanya mencakup pada bahan
baku maupun bahan tambahan, tetapi juga proses produksi dari awal hingga
pengemasan. Label kadaluwarsa sangat penting bagi konsumen karena
menyangkut kesehatan dan kelayakan konsumsi dari produk makanan
tersebut.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan
Produk Halal menyatakan bahwa, “Seluruh produk yang masuk, beredar dan
diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”.® Kemudian
ditegaskan dalam Pasal 1 produk yang dimaksud dalam undang-undang
tersebut yakni barang atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman,
obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik,
serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh
masyarakat.” Terkait produk tanpa label kadaluwarsa, Pasal 97 Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menjelaskan bahwa “Setiap
orang yang memproduksi atau menghasilkan pangan yang dikemas ke
dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label

di dalam dan atau kemasan pangan”.® Tanggal kadaluwarsa penting untuk

6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pasal 4.
" Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Pasal 1
8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 97 ayat (1).



keamanan bagi siapapun yang mengkonsumsi suatu produk.® Selain itu
pencantuman label kadaluwarsa juga merupakan bentuk transparansi dan
tanggung jawab dari penjual terhadap para konsumennya.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen telah mengatur terkait hak konsumen yakni untuk mendapatkan
informasi yang jelas atas produk yang mereka beli. Selain itu, disebutkan
juga bahwa konsumen berhak atas rasa aman dan kenyamanan dalam
mengkonsumsi barang/jasa yang diperjualbelikan. Makanan yang dikemas
tanpa label berpotensi merugikan konsumen karena konsumen tidak

mengetahui informasi apapun terkait produk yang mereka beli.*°

Islam juga memberikan perhatian yang cukup besar kepada
konsumen dalam ajarannya, baik dalam al-Qur’an maupun hadis. Bisnis
yang adil menurut Islam yaitu bisnis yang tidak menimbulkan mudharat
atau kerugian kepada pihak manapun. Allah SWT berfirman dalam al-

Qur’an :
G3allin Y oSl ga) (age s aS18 AT () g Al gua g Al (e g | 533 | glads l ()8
110, 3alliT Y g

Ayat tersebut memang menjelaskan tentang riba. Namun diakhir ayat

terdapat kalimat “tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi

® Vincent Candela, Dennis Fer S, dan Jeane Nealtje S,”Analisis Yuridis Perlindungan
Terhadap Produk Pangan Tanpa Label Bagi Konsumen”, Jurnal llmu Pengetahuan Sosial, VVol.10
No.5 (2023), him. 2615.

10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 ayat (3).

11 Al-Bagarah (2): 279.



(dirugikan)”. Hal ini merujuk pada perlindungan konsumen, dimana antar
penyedia barang/jasa serta konsumen dilarang untuk saling merugikan satu

sama lain.
Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda:

Ao i o i) Jguy O Ao i) iy g aA) Gl g ila (e A (A O

L) paNyg ypa¥: JEalug

Hadis tersebut menguatkan maksud bahwa antara konsumen maupun
produsen serta semua pihak yang terlibat dalam suatu serikat, hendaknya
saling menjaga hak dan memenuhi kewajibannya masing-masing. Serta
melindungi satu sama lain dari kerugian yang menyebabkan salah satu pihak
terdzolimi. Untuk terhindar dari perilaku tersebut, dalam praktik jual beli
pelaku usaha seharusnya menjelaskan produk yang mereka jual secara rinci
tanpa menutupi informasi apapun. Karena dalam praktik penjualan camilan
kiloan tidak disertai dengan informasi yang jelas terutama terkait label halal
dan tanggal kadaluwarsa, maka praktiknya beresiko menimbulkan kerugian

atau keburukan bagi konsumen.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan tersebut penyusun
tertarik untuk menyusun penelitian dengan judul “Perlindungan
Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli Camilan Kiloan Tanpa Label

Halal dan Kadaluwarsa di Kota Yogyakarta”.

2 Imam Malik bin Anas, Al-Muwaththa Jilid 2, alih bahasa Muhammad Igbal Qodir,
(Jakarta: Pustaka Azam, 2016), hIm.579.



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penyusun merumuskan

masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli camilan kiloan tanpa label halal dan
kadaluwarsa di Kota Yogyakarta?

2. Bagaimana tinjauan hukum positif dan hukum Islam terhadap praktik

jual beli camilan kiloan tanpa label halal dan kadaluwarsa?
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:
a. Untuk mengetahui praktik jual beli makanan kiloan tanpa label halal
dan kadaluwarsa di Kota Yogyakarta.
b. Untuk mengetahui tinjauan hukum positif dan hukum Islam
terhadap penjualan makanan tanpa label halal dan kadaluwarsa.
2. Kegunaan Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara
teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan dari penelitian yang
diharapkan penyusun, yaitu:
a. Kegunaan teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan

sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan terutama terkait



perlindungan yang diberikan kepada konsumen atas produk
makanan yang tidak jelas kehalalan dan tanggal kadaluwarsanya.
b. Kegunaan praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan
gambaran dan membuka wawasan bagi pembaca bahwa seorang
konsumen memiliki perlindungan hukum dan berhak mendapatkan
informasi terkait produk makanan yang mereka konsumsi. Penulis
juga berharap penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi

penelitian selanjutnya.
D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah penelusuran terhadap penelitian terdahulu untuk
menghindari pengulangan atau duplikasi, serta menjadi penjamin keabsahan
dari penelitian yang dilakukan. Adapun telaah pustaka yang diambil oleh
penyusun dalam penelitian ini sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang ditulis olenh Anisah dengan judul
“Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Makanan Tanpa Label
Kadaluwarsa Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum
Positif (Studi Kasus UMKM di Kelurahan Bangetayu Kulon Kecamatan
Genuk”.13 Hasil dari penelitian ini yakni masih banyak ditemukan pelaku
UMKM di Kelurahan Bangetayu Kulon yang memproduksi makanan

olahan tanpa mencantumkan label kadaluwarsa, dimana hal tersebut telah

13 Anisah, “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Tanpa Label Kadaluwarsa
Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif (Studi Kasus UMKM di Kelurahan
Bangetayu Kulon di Kecamatan Genuk)”, Skripsi,, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo,
2022).



menyimpang dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sedangkan menurut tinjauan
hukum ekonomi syariah kedudukan konsumen dan pelaku usaha setara.
Tujuan perlindungan konsumen dalam Islam yakni agar terwujud maslahah
demi mencapai dan memelihara kesejahteraan. Adapun persamaan
penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu keduanya
meneliti mengenai produk makanan yang tidak mencantumkan label
kadaluwarsa pada kemasan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang
akan dilakukan yakni penelitian ini membahas makanan tanpa label
kadaluwarsa pada pelaku UMKM di Kecamatan Genuk sedangkan
penelitian yang akan dilakukan membahas snack kiloan dengan subjek
pelaku usaha dan konsumen di wilayah Kota Yogyakarta.

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Inayatul Aini dengan judul
“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk Pangan Dalam Kemasan
Tanpa Label Halal Pada Usaha Kecil”.!* Hasil dari penelitian ini yakni
pelaku usaha kecil wajib menyantumkan label kadaluwarsa sesuai dengan
pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun
1999. Serta konsumen dapat melakukan upaya hukum dan pengaduan
melalui YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) BPOM, BPSK
(Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen), dan peradilan umum.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yakni

14 Inayatul Aini, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk Pangan Dalam Kemasan
Tanpa Label Halal Pada Usaha Kecil”, Skripsi, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah, 2014).



membahas tentang label kadaluwarsa, yang membedakan penelitian ini
dengan penelitan yang akan dilakukan yaitu penelitian yang akan dilakukan
lebih spesifik mengkaji praktik penjualan makanan kiloan.

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Dina Maratus Solikhah dengan
judul “Praktik Jual Beli Snack Curah Kiloan Bermerk Dalam Perspektif
Hukum Eonomi Syariah dan Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Pada
Pedagang Pasar Kue Kabupaten Cirebon)”.*® Hasil dari penelitian ini yaitu
mekanisme jual beli snack kiloan tidak sesuai dengan Pasal 8 huruf (g)
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
yang menyatakan nahwa produsen tidak diperbolehkan memperdagangkan
barang/jasa tanpa tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan.
Praktik jual beli snack kiloan tanpa label kadaluwarsa menurut hukum
ekonomi syariah tidak memenuhi salah satu syarat jual beli, sehingga
akadnya fasid (rusak), dan termasuk ghairu sah sehingga tidak membatalkan
akad jual beli. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan
dilakukan yakni keduanya membahas mengenai snack kiloan tanpa label
kadaluwarsa menuurut Islam. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian
yang akan dilakukan yaitu penelitian ini berfokus pada keabsahan akad
snack kiloan yang mencantumkan merk tertentu. Sedangkan penelitian yang

akan dilakukan berfokus kepada perlindungan konsumen dari perspektif

15 Dina Maratus Solikhah,“Praktik Jual Beli Snack Curah Kiloan Bermerk Dalam
Perspektif Hukum Eonomi Syariah dan Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Pada Pedagang Pasar
Kue Kabupaten Cirebon)”, Skripsi, (Bandung: Universitas Sunan Gunung Djati, 2024).
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hukum positif dan hukum Islam serta ditambah dengan menggunakan teori
perjanjian, perlindungan konsumen, dan maslahah mursalah.

Keempat, penelitian yang ditulis oleh Yonika Prabandari dan I
Wayan Novi P, dengan judul “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap
Konsumen Akibat Tidak Tercantumnya Label Komposisi Bahan Pada
Snack Kiloan”.'® Hasil dari penelitian ini yakni pelaku usaha harus
mencantumkan label komposisi bahan pada produk makanan sesuai dengan
peraturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pangan. Ketika
terdapat kerugian yang dialami oleh konsumen akibat dari tidak
dicantumkannya label komposisi, maka pejual bertanggung jawab mutlak
dengan sanksi administratif berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang
Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Persamaan penelitian ini
dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu keduanya meneliti tentang
praktik penjualan snack kiloan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian
yang akan dilakukan yakni penelitian ini berfokus pada snack kiloan yang
tidak mencantumkan label komposisi, sedangkan penelitian yang akan
dilakukan berfokus kepada snack kiloan yang tidak berlabel halal dan tidak
mencantumkan label kadaluwarsa.

Kelima, penelitian yang ditulis olen Aulia Rahmah H dengan judul

“Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Makanan dan

16, Ayu Yonika Prabandari dan I Wayan Novy P, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap
Konsumen Akibat Tidak Tercantumnya Label Komposisi Bahan Pada Snack Kiloan”, Jurnal Kerta
Semaya, Vol. 9 No. 5 (2021).
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Minuman Tanpa Label”.'” Hasil dari penelitian ini yaitu makanan dan
minuman yang akan diedarkan harus memiliki izin edar. Apabila terdapat
pelaku usaha yang melakukan pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi
pidana dan sanksi administratif. Dalam peredaran produk diperlukan
ketegasan dan pengawasan dari petugas yang berwenang agar tercipta
perlindungan bagi konsumen dan mencegah beredarnya makanan yang
membahayakan konsumen. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang
akan dilakukan yaitu keduanya mengkaji makanan tanpa label. Perbedannya,
penelitian ini memebahas makanan tanpa label secara umum, sedangkan
penelitian yang akan dilakukan membahas secara spesifik pada jenis snack

kiloan dan berfokus pada label halal serta label kadaluwarsa.
E. Kerangka Teori
1. Teori Perjanjian

Menurut Wiryono Projodikoro, perjanjian merupakan hubungan hukum
antara dua belah pihak terkait harta kekayaan. '® Dalam Pasal 1313 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata perjanjian didefinisikan sebagai suatu
perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu

orang atau lebih. *° Perjanjian dilakukan dengan satu pihak melakukan hal

17 Aulia Rahmah .,” Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Makanan dan
Minuman Tanpa Label”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung. Vol.6 No. 1 (2020).

18 Wiryono Prodjodikoro,”Hukum Perdata tentang Persetujuan Tertentu”, (Bandung:
Penerbit Sumur, 1961), him. 11.

19 KUHPerdata Pasal 1313.
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tertentu atau bisa juga tidak melakukan sesuatu, sedangkan pihak lain

berhak menuntut pelaksanaan janji tersebut.

Perjanjian terbagi menjadi dua macam, yakni perjanjian tak
bernama (inominat) dan perjanjian bernama (nominat). Perjanjian tak
bernama merupakan perjanjian yang berkembang di masyarakat hamun
tidak ada pengaturan khusus terkait perjanjian tersebut. Sedangkan
perjanjian bernama merupakan perjanjian yang diatur secara khusus
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). %
Perjanjian nominat terbagi menjadi beberapa macam perjanjian, seperti
perjanjian sewa menyewa, tukar menukar, penitipan barang, hibah, dan

jual beli.

Jual beli dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata diartikan sebagai suatu perjanjian dimana pihak yang satu
mengikatkan diri untuk menyerahkan kebendaan, dan pihak lain
membayar harga yang telah diperjanjikan.?* Perjanjian ini dianggap sudah
berlaku ketika telah terucap kata sepakat diantara para pihak.??Sesuai
dengan ketentuan yang telah disebutkan dalam KUH Perdata, penjual
harus menyerahkan suatu barang kepada pembeli, sedangkan pembeli
harus memberikan uang sesuai harga barang sebagai bentuk saling

mengingkatkan diri.

20 Komariah, Hukum Perdata, (Malang: UMM Press, 2005), him.175.
2L KUHPerdata Pasal 1457.
22 Nanda Amalia, Hukum Perikatan, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2013), him. 56-57.
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Jual beli sebagai salah satu bentuk perjanjian, memiliki syarat
yang harus dipenuhi agar perjanjian tersebut dianggap sah dimata hukum.
Dalam KUH Perdata terdapat empat syarat yang harus dipenuhi, yakni
adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, adanya kecakapan dalam
betindak, adanya objek perjanjian atau hal tertentu, adanya sebab yang
halal.?® Tanpa terpenuhinya salah satu syarat sah perjanjian, jual beli bisa

dinyatakan batal ataupun tidak sah.

Teori perjanjian digunakan untuk menegaskan argumen
mengenai hak dan kewajiban bagi penjual maupun konsumen, serta
digunakan untuk menganalisis keabsahan dan kesesuain praktik penjualan
camilan kiloan tanpa label halal dan kadaluwarsa di Kota Yogyakarta

dengan peraturan yang berlaku.

2. Teori Perlindungan Konsumen
Perlindungan konsumen merupakan perlindungan yang diberikan kepada
konsumen dalam hubungan dan masalah terkait penggunaan produk baik
barang maupun jasa dalam kehidupan bermasyarakat.?* Konsumen yang
dimaksud yaitu setiap orang yang menggunakan barang/jasa. %

Konsumen menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) diartikan

2 |_ukman Santoso, Aspek Hukum Perjanjan, (Bantul: Penebar Media Pustaka, 2019), him.
47-56.

24 Susilowati Suparto, Deviana Yuanitasari, dan Suwandono, Hukum Perlindungan
Konsumen, (Bandung: Cakra, 2020), him. 3.

25 Zulham., Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2013), him. 14-16.
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sebagai setiap orang yang menggunakan barang/jasa baik dari suatu
perusahaan industri, bahan makanan, sebagainya.?®

Dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen disebutkan bahwa konsumen berhak atas keselamatan dan
keamanan, berhak atas informasi, berhak untuk memilih, berhak untuk
didengar, dan berhak atas ganti rugi ketika barang atau jasa yang diterima
tidak sesuai atau cacat.?” Produsen dalam hal ini memiliki kewajiban
untuk menyediakan informasi yang jelas, menjamin kualitas,
menghormati hak konsumen, dan mematuhi perjanjian. Dalam pasal 2
juga disebutkan bahwa perlindungan konsumen diselenggarakan
berdasarkan lima asas, yakni asas manfaat, asas keadilan, asas keamanan,
asas keselamatan, dan asas perlindungan hukum.?®

Teori perlindungan konsumen ini digunakan untuk memperkuat
argumen bahwa konsumen berhak untuk memperoleh informasi atas
produk yang mereka beli, dan konsumen berhak untuk mendapatkan
produk yang aman.

3. Teori Maslahah Mursalah

a. Pengertian Maslahah Mursalah

Maslahah berasal dari kata salah yang berarti manfaat atau terlepas

daripadanya kerusakan. Dalam bahasa Arab Maslahah berarti

“perbuatan yang mendorong kebaikan pada manusia”. Maslahah

%6 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi online, https://kbbi.web.id.

27 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4.

28 Susilowati, Deviana Y, dan Agus Suwandono, Hukum Perlindungan Konsumen
(Bandung: Cakra, 2020), him. 16-18.
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memiliki dua sisi yakni menolak keburukan atau menarik kebaikan.
Sedangkan mursalah artinya terlepas atau bebas. Jika dihubungkan
dengan maslahah maka merujuk kepada arti ‘bebas’ dan
‘terlepas’maka maslahah mursalah berarti terlepas atau bebas dari
keterangan yang menunjukkan keterangan boleh atau tidaknya
dilakukan. Maslahah mursalah merupakan upaya penetapan hukum
Islam yang berdasarkan pada kemanfaatan yang tidak ada dalam nash
maupun ijma’, namun tidak ada penolakan atasnya. 2° Artinya,
maslahah merupakan penimbang pengevalusian antara kemanfaatan
dan kemudharatan.

Menurut Abdul Wahab Khallaf masiahah mursalah
merupakan suatu kemaslahatan yang secara hukum tidak ada dalil
syara’ yang menerangkan atau membatalkannya. Penentuan hukum
dimaksukan untuk kemaslahatan manusia. Maslahah mursalah
disebut mutlak karena tidak ada dalil yang mengikatnya. 3°
Maslahah muncul karena terdapat tuntutan lingkungan yang berasal
dari fenomena dan kenyataan baru yang terjadi setelah wahyu
terhenti, sementara syara’ terdahulu belum mensyariatkannya.

Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya mas/ahah
itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan

menjauhkan mudarat (kerusakan) dalam rangka memelihara tujuan

29 Darmawati, “Usul Figih, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), him. 69-71.
% Abdul Wahab Khalaf, “llmu Usu/ Figih”, alih bahasa Muhammad Zuhri dan Ahmad
Qarib, (Semarang: Dina Utama, 2014), him. 139
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syara’.%! Kesimpulannya, maslahah mursalah merupakan metode
penetapan suatu hukum dalam suatu fenomena yang tidak tertulis
dalam nash dengan mempertimbangkan kemaslahatan dalam
pemenuhan kebutuhan hidup dan menghindarkan manusia dari
keburukan.
b. Dasar Hukum

Sumber hukum maslahah mursalah berasal dari al-Quran dan Hadis,
dimana didalamnya terdapat perintah untuk memperhatikan nilai
kemudaratan dan kemanfaatan. Diantaranya terdapat dalam al-
Qura’an Surat Yunus ayat 57-58:%

e galldas j g8 5 ) guall Al lid oS ) e ddae e aSela 28 Ll Ly

Osrans Lo R g8 ) a8l llNd atas jy g all Jady

Ayat tersebut menjelaskan secara tegas kedudukan Al-
Qur’an sebagai pelajaran/nasihat yang memberikan bimbingan
moral dan spiritual, Al-Qur’an sebagi penyembuh, petunjuk, dan
rahmat. Al-Qur’an sebagai sumber maslahah tertinggi. Al-Qur’an
adalah sumber segala bentuk maslahah, baik dalam aspek hukum,
sosial, maupun moral. Mas/ahah mursalah bertujuan menghadirkan
kemanfaatan dan menolak kerusakan, sedangkan nilai yang terdapat

dalam Al-Qur’an dalam ayat tersebut seperti nasihat, penyembuh,

31 Abd Rahman Dahlan, “Usul Figih”, (Jakarta: Amzah, 2016), him. 206.
32 Yunus (10):57-58.
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petunjuk, dan rahmat yang menjadi dasar-dasar utama dalam

menjaga kebaikan dan mencegah keburukan.
Selain itu dalam Surat Al-Bagarah®®, Allah berfirman:

O S Lagal g lill allin S a3l Lagad BB el 5 jedll e il
O SE0 aSlad Cu¥) oSl Cp SIS gdall JB o () 5883 13Le i glusy g Lagads
Sekilas ayat tersebut menerangkan mengenai hukum meminum
khamr dan berjudi. Dalam ayat tersebut Allah menegaskan bahwa
khamr dan judi haram hukumnya karena keduanya merupakan
dosa besar dan banyak mudaratnya. Meminum khamr berbahaya
bagi kesehatan, akal, pikiran dan urat syaraf, serta harta benda.
Sedangkan judi mudah menimbulkan permusuhan, kemarahan
bahkan pembunuhan dan manusia menjadi lalai dengan ibadah.
Ayat tersebut menekankan bahwa kita harus menimbang antara
manfaat dan kemudharatan secara bijak, menolak kerusakan, dan
mendorong perbuatan yang membawa kebaikan umum.
Sedangkan dalam nash dari al-Sunnah (hadis) yang
menjadi landasan dalam mengistinbatkan hukum yakni, dalam
hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah3* yang berbunyi:”
all Jsm )y o die dll) amy o paad) Gl g Gllle 0 des s ol (0

J\).CAY}J)UAY" d&elu_gé\:dsd:\!\‘;m

3 Al-Bagarah (2): 219.
34 Abu Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini, Sunan Ibn Majjah Juz 2, (Beirut: Dar
al-Fikr, tt), hl. 784.
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Hadis tersebut menjelaskan tentang larangan untuk membahayakan

diri

sendiri dan orang lain. Hal ini sejalan dengan mas/ahah

mursalah yang lebih mengutamakan nilai kebaikan daripada

keburukan.

c. Syarat Maslahah Mursalah

Sebagai salah satu metode yang mempertimbangkan kemanfaatan,

maslahah mursalah merupakan kepentingan yang diputuskan secara

bebas, namun tetap terikat pada konsep syari’ah yang ditujukan untuk

memberikan manfaat kepada masyarakat umum, maslahah mursalah

memiliki syarat yang harus dipenuhi agar bisa dijadikan sebagai

suatu hukum. Menurut Abdul Wahab Khallaf maslahah mursalah

dapat dijadikan sebagai legislasi hukum, apabila :

1)

2)

Merupakan maslahah yang sebenarnya (hakiki) bukan
maslahah yang sifatnya dugaan, tetapi diambil berdasarkan
kehati-hatian dengan mempertimbangkan kemungkinan
mudharat yang akan terjadi, baik diambil mellaui penelitian
maupun pembahasan mendalam serta benar-benar menarik
manfaat dan menolak kerusakan.

Berupa maslahah yang bersifat umum, bukan untuk
kepentingan perorangan atau golongan tertentu, tetapi untuk
kepentingan orang semua orang demi menghindarkan manusia

pada kesulitan maupun keburukan.
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3) Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh
nash (Al-Qur’an dan Hadis) serta ijma’ ulama.®
d. Kilasifikasi Maslahah Mursalah
Menurut ruang lingkup berlakunya, masiahah dapat diklasifikasikan
ke dalam 3 (tiga) aspek, yaitu:®
1) Maslahah al-Daruriyyat
Maslahah  al-Daruriyyat  merupakan  maslahah  yang
berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan
akhirat. Maslahah ini sangat penting karena apabila tidak ada
dalam kehidupan manusia maka akan terjadi kerusakan atau
kehancuran bagi kehidupan manusia. Maslahah ini meliputi 5
(lima) aspek, yaitu :
a) Memelihara agama
Agama merupakan kebutuhan paling utama dari kebutuhan
pokok yang bersifat mutlak bagi manusia. Hidup tidak akan
berguna tanpa agama, tanpa agama hidup manusia tidak akan
terarah. Segala sesuatu perbuatan baik diatur dalam agama
berdasarkan ketentuan dan kehendak-Nya, bahkan seseorang
yang melanggar hukum yang telah ditetapkan oleh agama
ataupun melakukan penistaan yang mencoreng kehormatan

agama akan mendapatkan hukuman berat. Dalam Islam

% Abdullah Wahab Khallaf, him.146.
% Syaparudin, “llmu Ekonomi Mikro Islam: Peduli masi/ahah vs Tidak Peduli maslahah”,
(‘Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2017), him. 34-35.
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sesuai yang termuat dalam Al-Qur’an dan Hadis manusia
diperintahkan dan didorong untuk mengimani Allah ,yang
pada akhirnya hal tersebut bermuara menjadi pondasi dari
segala aspek kehidupan terutama untuk umat Muslim, salah
satunya aspek ekonomi Islam.

Adanya fondasi tersebut, menjadikan segala kegiatan
yang ada didalamnya selain sebagai pemenuh kebutuhan
tetapi juga dinilai sebagai suatu bentuk
ibadah. ¥ Kesimpulannya, hal tersebut memungkinkan
seluruh aktivitas ekonomi Islam akan berada dalam koridor
syari’ah, yang secara tidak langsung akan memberikan
penekanan terhadap spritualitas. Sehingga, setiap aktivitas
mulai dari produksi, konsumsi hingga transaksi dilakukan
berdasarkan ajaran agama. Hal ini dapat meminimalisir dan
mencegah terjadinya praktik-praktik yang dilarang seperti
riba, gharar, maysir, ataupun praktik lain yang menimbulkan
keburukan atau kerugian pada pihak yang terlibat.

b) Memelihara jiwa
Memelihara jiwa maksutnya memelihara hak untuk hidup
secara terhormat dan hak terhindar dari segala sesuatu

tindakan yang melukai, seperti; pembunuhan, penganiayaan,

37 Agil Bahson, “Maslahah Sebagai Maqasid Al-Syariah”, Jurnal Inovasi, Vol. 8 No. 1
(2011), him. 155.
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atau tindakan lain yang dapat mengakibatkan kerusakan jiwa.
Termasuk tindakan mengkonsumsi makanan yang dapat
merusak tubuh.

Memelihara akal

Akal merupakan karunia penting yang diberikan Allah
kepada manusia. Tanpa akal manusia tidak akan mampu
berfikir dan beribadah, karena itu seseorang yang tidak
berakal terbebas dari segala kewajiban syari’ah. Maka, akal
perlu dijaga dan dilindungi, begitupun dalam Islam terdapat
larangan untuk meminum khamr dan segala sesuatu yang
memudharatkan.

Memelihara keturunan

Keturunan sangat penting, karena suatu maslahah akan
selalu berkesinambunga dari generasi satu ke generasi
berikutnya. Tanpa adanya keturunan, syariat yang terlaksana
pada generasi sebelumnya akan hancur. Karena itu Islam
memerintahkan untuk menikah dan memberikan hukuman
rajam bagi pelaku perzinahan. 3 Mencakup menjaga
keturunan dari kerusakan yang mengancam moral, kesehatan

dan kelangsungan hidup mereka.

38 1pid, him. 155.
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e) Memelihara harta
Harta merupakan suatu titipan dari Allah yang diakui sebagai
hak pribadi seseorang. Islam sudah mengatur segala peratran
terkait muamalat seperti, jual beli, senya menyewa, hibah,
gadai, pinjam meminjam dan lain sebagainya yang
didalamnya tidak boleh ada unsur seperti riba , gharar, dan
segala perbuatan yang mengandung penipuan. Muamalat
dalam Islam didasarkan pada keadilan, kerelaan, dan
menyalurkannya dengan cara yang baik. 3° Menjaga harta
bukan hanya berarti menghindari kehilangan dan kerusakan
harta secara fisik tetapi juga mencakup mejaga kehalalan,
kemanan, dan kejelasan status harta yang diperoleh dan
digunakan dalam transaksi ekonomi.*°

2) Maslahah Hajiyyah

Maslahah yang dibutuhkan sebagai penyempurnakan maslahah

pokok dalam kehidupan manusia yang berbentuk keringanan

untuk memelihara dan mempertahankan kebutuhan dasar

manusia.

3) Maslahah Tahsiniyah
Maslahah yang menjadi pelengkap antara maslahah daruriyyat

dan maslahah hajiyyah, yang apabila tidak dilakukan tidak akan

3 Ibid, him. 115-117.
40 Naerul Edwin Kuky Aprianto, “Konsep Harta Dalam Tinjauan magasid syariak”, Jurnal
of Islamic Economics Lariba, Vol 3 No. 2 (2017), him. 70-71.
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menimbulkan kerusakan bagi kehidupan manusia. Kemaslahatan
ini berbentuk kebaikan dan budi pekerti, seperti dianjurkan untuk
memakan makanan yang bergizi, memakai pakaian yang bagus,

dan membersihkan diri.

Teori ini digunakan untuk memberikan perspektif tentang
adanya risiko kerugian dan kerusakan yang akan dialami oleh
konsumen dengan adanya praktik penjualan camilan kiloan yang
tidak mencantumkan label halal dan kadaluwarsa, Selain itu teori
ini juga digunakan untuk menganalisis perlindungan konsumen
menurut perspektif hukum Islam dari sudut pandang kemaslahata

umum yang tidak secara rinci diatur dalam Al-Qur’an dan Hadis.

F. Metode Penelitian

Pada penulisan skripsi diperlukan metode penelitian yang sistematis agar
memudahkan dalam pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data.
Adapun tahapan metode penelitian yang akan dilakukan pada skripsi ini
yaitu:
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah studi lapangan (field research)
yaitu melakukan interaksi secara langsung dengan penjual dan
konsumen makanan kiloan di Kota Yogyakarta. Metode yang digunakan
yaitu metode penelitian kualitatif untuk meneliti perlindungan

konsumen dilapangan.
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2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang bertujuan untuk

memberikan gambaran perlindungan yang diberikan kepada konsumen

pada praktik penjualan makanan kiloan yang tidak mencantumkan label
halal dan kadaluwarsa.

3. Pendekatan penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris, dengan fokus
pengamatan terhadap fenomena hukum yang terjadi di masyarakat.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan
melalui wawancara dengan pihak penjual sebanyak 5 (lima) orang,
konsumen sebanyak 5 (lima) orang, BBPOM (Badan Pengawas
Obat dan Makanan) Yogyakarta, dan LPPOM-MUI (Lembaga
Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama
Indonesia) Yogyakarta.

b. Data Sekunder adalah data yang tidak didapatkan dari lapangan.
Adapun dalam mengolah data sekunder penyusun membutuhkan
bahan hukum, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat

mengikat secara keseluruhan atau umum terkait fokus
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permasalahan.Bahan hukum primer yang akan digunakan
dalam penelitian ini meliputi:
a) Al-Qur’an dan Hadits
b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
c) Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan
Produk Halal
d) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen
e) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan
f) Keputusan Kepala BPJPH No. 88 Tahun 2022 tentang
Penggunaan Label Halal Pada Produk Yang Telah
Memperoleh Sertifikat Halal
g) dan sumber hukum primer lainnya
2) Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum yang berisi informasi terkait fokus penelitian
melalui studi kepustakaan. Bahan hukum sekunder yang
digunakan dalam penelitian ini yakni:
a) Buku
b) Jurnal/ artikel
c) Skripsi terdahulu

d) Informasi dari internet
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3) Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang
memberikan penjelasan dan melengkapi sumber hukum primer
serta sekunder. Adapun bahan hukum tersier yang digunakan
dalam penelitian ini yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia
(KBBI).
5. Teknik Pengumpulan Data
a. Observasi
Penulis akan melakukan pengamatan terhadap praktik penjualan
makanan kiloan tanpa label halal dan kadaluwarsa, termasuk
bagaimana proses transaksi pembelian makanan kiloan. Penyusun
juga akan mengumpulkan data terkait penerapan, maupun
pelanggaran peraturan yang dilakukan.
b. Wawancara
Penyusun akan melakukan wawancara dengan 5 (lima) penjual
untuk mengetahui praktik penjualan camilan kiloan, serta
mengetahui pemahaman mereka  tentang pentingnya
mencantumkan label halal dan tanggal kadaluwarsa pada produk
pangan yang mereka jual. Selain itu, penyusun juga melakukan
wawancara kepada 5 (lima) konsumen untuk mengetahui apakah
mereka merasa dirugikan atas praktik penjualan makanan kiloan
tanpa jaminan produk halal yang tidak diketahui kapan batas layak

konsumsi dari makanan tersebut. Sedangkan untuk pihak yang
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netral, penyusun akan melakukan wawancara kepada Bapak Sugeng
sebagai Fungsional Pengawas Farmasi dan Ahli Muda BBPOM
Yogyakarta untuk mengetahui apakah terdapat peraturan ataupun
syarat khusus yang mengatur mengenai makanan kiloan, dan
apakah praktik penjual makanan kiloan tanpa tanggal kadaluwarsa
ini merupakan suatu pelanggaran. Dalam menggali peraturan
tentang produk halal, penyusun akan melakukan wawancara kepada
Bapak Elvy Evendi sebagai Manajer Pengembangan Sumber Daya
Manusia LPPOM-MUI Yogyakarta untuk mengetahui pandangan
mereka terkait adanya praktik penjualan makanan kiloan tanpa label
halal.

c. Dokumentasi
Penyusun akan menelaah dokumen yang ada atau sumber-sumber
yang telah tercatat baik secara digital maupun dokumen yang
memiliki wujud. Dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini
berupa, bukti wawancara para pihak, dan dokumen lainnya.

6. Analisis Data

Penyusun melakukan analisis data secara kualitatif dengan pendekatan

analisis deskriptif. Data diperolen melalui wawancara dan dokumentasi.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung terhadap

penjualan camilan kiloan di Kota Yogyakarta, penyusun mengamati

proses transaksi antara penjual dan pembeli termasuk jenis makanan

ringan yang dijual. Penyusun juga akan menggali pengetahuan penjual



28

dan pembeli terkait peraturan mengenai pecantuman label halal dan
kadaluwarsa. Data yang diperoleh akan dikumpulkan dan dianlisis
kesesuaiannya dengan hukum posotif dan hukum Islam untuk

mendapatkan kesimpulan dari pokok masalah.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan deskripsi tentang alur penulisan skripsi
secara sistematis dan metodis. Penyusun akan membagi pembahasan

menjadi lima bagian sebagai berikut :

Bab pertama, memberikan penjelasan mengenai gambaran
keseluruhan penelitian. Bab ini terdiri dari tujuh sub pembahasan, meliputi
latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah
pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tinjauan umum tentang topik skripsi. Dalam
bab ini akan dijelaskan secara rinci mengenai perlindungan konsumen,
perjanjian, serta pecantuman label halal dan kadaluwarsa yang digunakan
untuk memberikan gambaran terkait konteks dari isu yang diangkat dalam
skripsi, serta digunakan sebagai dasar argumentasi dalam mengkaji praktik
penjualan camilan kiloan tanpa label halal dan kadaluwarsa di kota
Yogyakarta.

Bab ketiga, berisi data yang diperoleh penyusun dari hasil penelitian
di lapangan, yang memuat tentang gambaran umum Kota Yogyakarta dan

menjelaskan praktik penjualan camilan kiloan yang ada di Kota Y ogyakarta.
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Gambaran umum dalam bab ini berfungsi untuk menguatkan kesesuaian
hasil penelitian.

Bab keempat, berisi hasil dan pembahasan penelitian. Dalam bab ini
akan dijelaskan hasil analisis perlindungan konsumen terhadap praktik
penjualan camilan kiloan tanpa label halal dan kadaluwarsa di Kota
Yogyakarta. Analisis dilakukan menggunakan teori yang digunakan oleh
penyusun.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.
Pada bab ini penyusun menyajikan rangkuman terkait hasil dari penelitian
yang telah diuraikan pada bab empat. Selain itu, pada bab ini penyusun juga
akan menyampaikan masukan yang diperlukan kepada para pihak yang

terkait dengan pembahasan penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai praktik penjualan
camilan kiloan tanpa label halal dan kadaluwarsa di Kota Yogyakarta serta
tinjauannya dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam (mas/ahah
mursalah), maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli camilan kiloan tanpa label halal dan kadaluwarsa tidak
memenuhi syarat sah perjanjian, yaitu pada klausul sebab yang halal.
Hal ini dibuktikan dengan penjualan camilan kiloan tanpa label halal dan
kadaluwarsa telah melanggar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012
tentang Pangan. Selain itu sebagian penjual pada praktik penjualan
camilan kiloan di Kota Y ogyakarta tidak memenuhi klausul kesepakatan
karena dalam praktiknya mengandung unsur kekhilafan. Hal ini
dibuktikan dengan pengakuan 3 (tiga) dari 5 (lima) konsumen yang
pernah membeli camilan kiloan dengan kondisi sudah tidak layak
konsumsi.

2. Praktik jual beli camilan kiloan tanpa label halal dan kadaluwarsa
ditinjau dari perspektif hukum positif telah melanggar kewajiban pelaku
usaha dan melanggar hak konsumen atas keamanan, kenyamanan, dan
informasi produk. Hal ini dibuktikan dengan pelaku usaha telah
melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

105
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Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang
jelas dan benar mengenai produk yang diperdagangkan. Oleh karena itu,
praktik penjualan camilan kiloan tanpa label tersebut bertentangan
dengan ketentuan hukum positif dan dapat dikenai sanksi administratif
hingga pidana sesuai ketentuan perundang-undangan. Sedangkan dalam
perspektif hukum Islam dalam hal ini maslahah mursalah, praktik jual
beli camilan kiloan tanpa label halal dan kadaluwarsa di Kota
Yogyakarta dilarang atau tidak diperbolehkan, hal ini didasarkan pada 3
sebab: pertama, praktiknya melanggar peraturan yang berlaku sehingga
peredarannya tidak sesuai dengan standarisasi produk pangan di
Indonesia; kedua, bertentangan dengan prinsip perlindungan terhadap
jiwa; ketiga, bertentangan dengan kaidah yang ada dalam Al-Qur’an
dan hadis yakni QS. Al-Maidah : 88, QS. Al-Bagarah: 168, dan hadis

Nabi saw tentang larangan membahayakan diri sendiri dan orang lain.

B. Saran

Sebagai bentuk kontribusi atas hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis

menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pelaku Usaha (Produsen, Distributor, dan Pedagang)
Pelaku usaha hendaknya mulai menyadari pentingnya memberikan
informasi secara transparan kepada konsumen, khususnya tentang
kehalalan produk dan tanggal kadaluwarsa. Labelisasi pada camilan

kiloan harus dijadikan standar minimal demi keamanan pangan,
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kepercayaan konsumen, dan kepatuhan hukum. Ini juga mencerminkan
iktikad baik dalam jual beli sesuai ajaran Islam.
2. Bagi Konsumen
Konsumen diharapkan lebih selektif dan kritis dalam memilih produk
camilan kiloan. Selain itu, konsumen perlu meningkatkan kesadaran
hukum dan keberanian untuk melapor kepada instansi berwenang
apabila menemui praktik penjualan yang menyalahi aturan.
3. Bagi Pemerintah dan Lembaga Terkait (BBPOM, LPPOM MUI dan
BBPJPH)
Pemerintah dan lembaga pengawas terkait diharapkan lebih aktif dalam
melakukan sosialisasi kepada konsumen, dan pelaku usaha mengenai
pentingnya label halal dan kadaluwarsa. Serta lebih tegas dalam
penerapan sanksi administratif dan edukasi hukum .selain itu
diharapkan adanya kepastian terutama terkait kewajiban pencantuman
label halal agar tidak terdapat benturan antara peraturan maupun
kebijakan satu dengan yang lain.
3. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan pijakan untuk
penelitian lebih lanjut, baik dengan memperluas wilayah studi, menilai
efektivitas regulasi, maupun mengkaji aspek etika dan hukum Islam
dalam penjualan camilan kiloan. Jika terdapat kekurangan dalam

pengambilan sample pada penelitian karena keterbatasan penulis,
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mungkin bisa ditambah sample lain agar memenuhi sample di Kota

Yogyakart
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